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DAFTAR ISI

Surat Perjanjian Kontrak;
Surat Penetapan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ)

Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung E-Cataloge;

Berita Acara Negosiasi Harga Penawaran E-Cataloge;

Formulir Isian Kualifikasi Perusahaan dan Dokumen Kualifikasi
Penyedia Barang / Jasa :

- Pakta Integritas Penyedia Barang/Jasa;

- SIUPBF

- Akta Pendirian dan Perubahan Terakhir

- Bukti Pelunasan Pajak 3 Bulan Terakhir

- NPWP

- Surat Keterangan Referensi Rekening Bank;

- Bukti Penunjukan Distributor dari Perusahaan Industri Farmasi

yang tercantum dalam kontrak payung

- Akta Pendirian Perusahaan;

- Kontrak Payung;

Surat Pesanan dengan Sistem RSMS;

Surat Pesanan Pembelian £-Purchasing

Pakta Integritas;

Dokumen Pengadaan (RKS) Pelaksanaan Pengadaan

10. Nota Dinas PPKom Rencana Pelaksanaan Pengadaan
11. Susunan Pokja Pengadaan Barang/Jasa
12. Susunan Panitia Penerima dan Pemeriksa Hasil Pekerjaan.
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SURAT PERJANJIAN

untnk melaksanakan
PAKET PEEERJAAN PENGADAAN BARANG MELALUI E-CATALOG

BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT KEDOKTERAN DAK |C-ARM)
RSUD PROF. DR. MARGONO SOEKARJO PURWOEKERTO TAHUN ANGGARAN 2020
Nomor: 027 /BM-ALDOK APED E/0008/I11/2020

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya [selanjutnya disebut ‘RKontrak®) dibuat dan
ditandatangani di Purwokerto pada hari Rabutanggal empat, bulan Marei, tahun dua ribu dua
puluh  {11-03-2020) antara Dr. Tri Kuncoro, MMR, NIP. 10650526 199703 1 006
Pangkat/Oolongan Pembina Tingkar I/TV.b; Jabatan - Direktur selaku Pejabat Pembuat Komitmen
(FPK] RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto, selaku Pejabat Pembuat Komitmen vang
bertindak untuk dan atas nama RSUD Prof. Dr, Margono Soekarjo Purwokerto, yang berkedudulan
di Jl. Dr. Gumbreg No. | Purwokerio, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomaor
911/060,/2020 Tanggal 20 Januari 2020, Tentang Penunjulkkan Pejabat Pengrlola Keuangan pada
RSUD Prof. Dr. Margono Sockarjo Purwokerto Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020, dengan
melaksanakan ketentuan pasal 11 Peraturan Cubernur Jawa Tengah Nomor 59 Tahun 2019 tanggal
27 Desember 2019 lentang Pedoman Penatausahssn Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020, sclanjutnya disebut “PPE"

darn

Daniel Soeprianto, NI [N /::mat Jalan Anvar Raya No 48 RT 002 RW 010
Keluraha Wijaya Kusuma Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat jabatan Direktur PT. Global
Medik Persad bertindak untuk dan atas nama PT. Olobal Medik Persada, NPWP,
ﬂrmﬁ berkedudukan di Komp. Green Garden AA-1/17, JI. MH. Thamrin KM. 7
RT RW 02, Penunggangan Utara, Pinang, Tangerang, Banten, berdasarkan akia Pendirian No, 41
tanggal 24 Desember tahun 2011 yang di keluarkan oleh notaris Ning Sarwiyati, SH selanjutnya
disebut "Penyedia”

MENGINGAT BAHWA:

{z] telah ditandatanganinys Kontrak Pavung Alat Kesehatan antara Kepala Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPF] vang bertindak untuk dan atas name Pemerintah
Republik indonesia dengan Direktur GE Operations Indonesia Nomor 350 Tahun 2017 Tanggal
17 Oktober 2017,

ib] Selanjutnya, Perusahaan Penyedia Rarang sebagaimana tersebul menunjuk PT. Global Medik
Persada sebagai distributor untuk menyediakan/menyalurkan Alkes untuk kebutuhan RSUD
Prafl. Dr. Margono Sockarjo Purwokerio sehingga bertindak sebagai Penyedia

e} PPK tclah meminia Penyedin untuk menyediakan Barang scbagaimana diterangkan dalsun
Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini {selanjutnya disebut “Pekerjaan
Pengndaan Barang’);

[d} Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan
sumber daya teknis, serls telah menyetujui untuk menyediakan Harang sesuai dengan
persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;

(e] PP dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan
mengikal plhak yang diwakili;

(1 PPK dan Penvedia mengakui dan menvatakan bahwa sthubungan dengan penandatanganan
Kontrak ini masing-masing pihalk;

1} telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingl oleh advokar;

2| menandatangani Kentrak ini setelah meneliti secara patut;

3] telah membaca dan memahami secara penub ketentuan Kontrak ini

4] telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasikan
semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi vang terkair.
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MAKA OLEH KARENA ITU, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujul hal-hal sebagai
berikut:

L
2.
3.

B,

Total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilzi [PPN) adalah sebesar
Rp. 1.480.000.000,- (Sata milyar empat ratus delapan puluhb juta rupiah);
Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki artl dan makna yang samsa
sepertl yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini

dokumen-dokumen berfkut menipakan satu-kesatuan dan bagian vang tidak terpisahkan duri
Kontrak ini:

a. pokok perjanjian;

b, svarat-syarat khusus Kontrak;

. syarat-syarat umum Kontrak;

d. spesifikasi tehnis;

e. Brosur; dan

f. dokumen lainnya seperti : SPPRJ, BAHP

Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lin, dan jika terjadi
pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentoan dalam dokumen vang
lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggl berdasarken urutan
hirarki pada angka 3 di atas;

Halk dan kewajiban timbal-balik PPK dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi
khususnya:

d. PPEmempunyai hak dan kewajiban untul:

1) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;

2} meminta laporan-laporan mengenal pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;

3) memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk
kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontralk;

4) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah
ditetapkan kepada Penyedia;

b, Penyedimmempunyai hak dan kewajiban untuk:

1} menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesual dengan harga yang telah
ditentukan dalam Kontrak;

2) meminta fastlitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK uniik kelancaran
pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;

3] melaporkan pelaksanaan pekerjaan seeara periodik lepada PPX ;

4] melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan
yang telah ditetapkan dalam Kontrak;

5] memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemerlksaan pelaksanaan
vang dilakukan PPK;

6] menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerisan yang telah
ditetapkan dalam Kontrak;

7) mengambil langkah-langkah yang cukup memadal untuk melindungl lingkungan tempat
kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakal maupun miliknyva
akibat kegintan Penyedin.

Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal vang ditetapkan dengan tanggal mulai
dan  penyelesatan  keseluruhan pekerjann  scbagaimana  diatur  dalam  Syarat-Syarat
Umum/Khusus Kontrak,

DENCAN DEMIKIAN, FPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada
tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan di Republik Indonesia,

Untuk dan atas nama Untuk dan ates nama Penyedia

RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto PT. Global Medik Persada

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

ina Tingkat |
NIP. A9650526 199703 1 006
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Spesifikasi Tehnis Barang
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Image Storage |

annotation
|+ 100,600 images
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Untuk dan atas nama

RSUD Prof, Dr. Margono Sockarjo Purwokerto
Pejabat Pembuat itmen [PPK)

Pembina Tinghkat |
. 19650526 199703 | D06

Untuk dan atas nama Penyedia

o™

PT. Global Medik Persada

- ¢

Direktur

A



DAFTAR KUANTITAS BARANG DAN HARGA

—

Nama Alat Kesehatan ' Harga Satuan |
Hn.—'_uuifﬂnmmduh Satuan | Kuantitas (Rp.) | Total Harga (Rp.)
1 | c.ARM Unit 1 1.480.000.000,00 | 1.480.000 000,00
Merk | GE = | ]
Nama Produk - OEC ONE 5
3 o |
JUMLAH TOTAL (Rp.) | 148000000000

Terbilang : Satu milyar empat ratus delspan pulub juta rupishrupiah

Untuk dan atas nama

RSUD Prof, Dr. Margono Soekarjo Purwokerto

Pejabai Pembuat Komitmen (PPE)

hina Tinglkat
HIP. 19650526 199703 1 006

/
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Untuk dan atas nama Penvedia
FT. Clobal Medik Persada

"

Direktur



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

RSUD Prof. Dr. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO

JL Dr. Gumbreg No. 01 Purwokeno 53146
Telp. (02681) 632708 Fax. (0281) 631015 E-mail - ramargonoiisteny

BYARAT-SYARAT UMUM HONTRAK [S8UK)

A. KETENTUAN UMUM

1.

Definisi

[stilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak ini harus

mempunyai arti atau tafsiran seperti yang dimaksudlkan sebagai berikut:

L1 Hatalog elektronik atzu E-Catalogue adalah sistem  informasi
elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga
barang tertentu darl berbagai Penyedia Barang/Jasa Pemerintah

1.2 E-Purchasing adalah tata cara pembelian Barang/Jasa melalui sistem
katalog elektronik.

1.3 Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud,
bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai,
dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang;

1.4 Pengguns Anggaran yang selanjutnyn disebul PA adalah Prjabat
pemegang kewenangan — penggunaan  anggarnn | Kementerian
Lembaga /Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejahat yang disamalean
pada Institusi lain Pengguna APBN/APBD;

1.5 Kuasa Pengguna Anggaran yvang selanjuinya disebui KPA adalah
pejabat vang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau
ditetapkan Kepala Dacrah untuk menggunakan APBD;

1.6 Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnyva disebul PPE adalah
pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadasn bamng,

1.7 Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjman adalah panitia/pejabat
yvang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima
hagil pekerjaan;

1.8 Aparat Pengawas Intern Pemerintah atauw pengawas iniem pada
inatituel lain yang selanjuinya disebut APIP adalah apamt yang

melakukan PCREZAWARAnN melalui At revi, evaluasi,
pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggarann
tugas dan fungsi organisasi.

1.9 Penyedia @datah badan usaha ataw orangperscorangan vang
menyediakan barang;

110 Surat Jaminan yang selanjutnya dischut Jaminas, adalah jaminan
tertulis yang bersifat mudah dicairkan dan tdak bersyarat
{unconditional), yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perysahasn
Penjaminan/ Perusahaan Asuransi yang diserahkan oleh
peserta/ penyedia kepada PPK untuk menjamin terpenuhinya kewajiban
peserta/ penyedia;

1.11 KontrakPengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya
disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan Penyedia
dan mencakup Syarat-Syarat Umum Kontrak [SSUK) ini dan Svarat-
Syarat Khusus Kontrak {SSKK] serta dokumen lain yang merupakan
bagian darl Konirak;

1.12 Nilai Kentrak adalah total harga yvang tercantum dalam Kontrak.
1.13 Hari adalah hari kalender;

.14 Daftar kuantitas dan harga (rincian harga penawaran) adalah daftar
kuantitas yang telah diisi harga satuan dan  jumiah  biaye
keseluruhannya yang merupakan bagian dar penawaran;



1.15 Harga Perkivamn sendiri |[HPSjmlalah perhitungan perkiraan biaya
pekerjann yang ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK],
dikalkulasikan sccars keahlian  berdasarkan dala yang  dapat
dipertangrungiawablan serta digunakan oleh Pokja ULPuntuk menilad
kewajaran penawaran termasuk rinciannya;

1.16 Pekerjaam utama adalah jenis pekerjaan vang secarn langsung
menunjang terwujudnya dan berfungsinya suatuy barang sesusi
peruntukannya yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan;

1.17 Jadwal waktu pelaksanssn sdalah jadwal vang menunjukkan
kebutuhan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekeraan,
terdiri atas tahap pelaksanaan yang disusun secara logis, realistik dan
dapat dilaksanakan.

1.18 Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung
sefak tangpnl penandatangatan kontrak sampal dengan serah terima
barang,

1.19 Tanggal mulai kerja adalah tanggal mulai kerja penyedia yang
dinyatakan pada Surat Pesanan (SP| yang diterbitkan oleh Pejabat
Pembuat Komitmen (PPE].

1.20 Tanggal penyelesalan pekerjaan adalah  tanggal penyerahan
pekerjnan, yang dinyatakan dalam berita acara serah terima pekerjnnn
yang diterbitkan oleh Pefabat Pembuat Komitmen (PPE].

1.21 Tempat Tujuan Akhic adalah lokasi yang tercantum dalam Syarsa-
syarat khusus kontrak dan merupakan tempat dimana Barang akan
dipergunakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

1.22 Tempat tujuan Pengiriman adalah tempat dimana kewajiban
pengiriman barang oleh Penyedia berakhir sesuai dengan istilah
pengiriman vang digunakan.

1.23 8PP adelah Surat Perintah Pembayaran yang diterbitkan oleh PPK dan
merupakan saloh satu tahapan dalam mekanisme pelaksanaan
pembayaran atas heban APBN /APBD.

SBUK diteraplkan secara luas dalam pelaksangan pekerjaan pengadaan
barang tetapi tidak dapat bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam
Dokumen Kontrak lain yang Iebih tingei berdasarkan urutan hierarki dalam
Surat Perjanjian.

3.1 Bahasa konirak dalam bahasa Indonesia.
3.2  Hukum yvang digunakan adalah hukum yang berlaku di Indonesia,

4.1 Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, para pihak
dilarang untul:

a. menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau
menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan
tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui
atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini;

b, membuat dan/atay menvampaikan secara tidak benar dokumen
dan/atau keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan
pelaksanaan kontrak inl,

4.2 Peoyedia menjamin hahwa yang bersangkutan (termesuk  semua
anggota Kemitraan/KS0 apabila berbentuk Kemitraoan/KS0| dan sub
penyedianya (jika ada) tidak akan melakukan tindakan yang dilarang
diatas,

4.3 Penyedia yang menurut penilalan PPK terbukti melakukan larangan-
larangan diatas dapat dikenakan sanksi-sanksi administratil sebagai
beriloat:

a. Pemutusan Kontrak;

b. Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan  diselor sebagalmana
ditetapkan dalam SSKK.

€. Sisa vang muka harus dilunasi oleh Penyedia (jika ada): dan

d. Dimasukkan dalam daftar hitam



5. Aszl Barang

7. Walkil sah
para pihak

10. Pengabai-

11. Penyedia
Mandiri

4.4 Pengenaan sanksi administratil diatas dilaporkan oleh PPE kepada
Menteri/Kepala Lembaga/ Kepala Daerah /Pimpinan Institusi.

4.5 PPK yang terlibat dalam KKN dan penipuan dikenakan sanksi
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.1 Penyedia harus menyampaikan asal materal/bahan vang terdiri dari
rincian komponen dalam negeri dan komponen impor.

2.2 Asal barang merupakan tempat barang diperoleh, antara lain tempat
I:-uran,g ditambang, tumbuh, atau diproduks:.

5.3 dindakan harus diutamakan barang yang manufakiur,
pnbu-ik.ul perakitan, dan penyelesaian akhir pekerjaannya dilalukan
di Indonesia (produksi dalam negeri).

54 Jika dalam proses pembuatan Bareng digunalksn komponen berupa
barang, jasa, atau gabungan keduanya yang tidak berasal dari dalam
negeri (impor] maka penggunaan komponen impor harus sesual dengan
besarun TEKDN yang tercantum dalam Daflar  Inventarisasal
Barang/Jfasa produksi Dalam Negeri vang diterbitkan oleh Kementerfan
yvang membidangl perindustrian dan dinyatakan aleh Penyedia dalam
Formulir Rekapitulasi Perhitungan TKDN {apabila diberikan preferensi
harga) yang merupalean bagian dar Penawaran Penyedia,

Semua pemberitahuan, permobonan, atau persetujuan berdasarkan Kontrak
ini harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dan dianggap telah
diberitahukan jika telah disampaikan secara langsung kepada wakil sah Para
Pihak dalam SSUK, atau jika disampaikan melalui surat tercatat, o-mail
dan/atau faksimili yang ditujukan ke alamat yang tercantum dalam SSKK.

Setlap tindakan yang dipersyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan,
dan setiap dolumen yang dipersyarathan atau diperbolehkan untuk dibuat
berdasarkan Kontrak ini oleh PPK atau Penyedia hanya dapat dilakukan atan
dibuat oleh pejabat yang disebutkan dalam SSKK. Khusus untuk penyedia
perseorungan, Penyedia tidak boleh diwakilkan.

Penyedia diharaplkan untuk melakukan pencatatan kcuangan yang akurat
dan sistematis sehubungan dengan pelaksanaan pekerjzan ini berdasarkan
standar akuntansi yang berlaku,

Penyedia, Subpenyedia (jika ada), dan Personil yang bersangkutan
berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan
lain yang sah yang dibebankan oleh peraturan perpajakan atas pelaksanaan
Kontrak ini. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasulk
dalam Milai Kontrak.

Jiks terjadi pengabaian oleh satu Pihak terhadap pelanggaran ketentuan
tertentu Kontrak oleh Pihak yang lain maka pengabaian terscbut tidak
menjadi pengabaian yang terus-menerus selama Masa Kontrak atau seletika
menjadi pengabaian terhadap pelanggaran ketentuan yang lain, Pengabaian
hanya dapat mengikat jika dapat dibuktiban secaras  tertulis  dan
ditandatangani oleh Wakil Sah Pihak yang melakukan pengabaian.

Penyedia berdasarkan Kontrak ini bertanggungjawab penuh terhadap
personil dan subpenyvedianya (jika ada) serta pekerjaan yang dilakukan oleh
mereka.

B. PELAHSANAAN, PENYELESAIAN, ADENDUM DAN PEMUTUSAN KONTRAK

12. Jadwnl
Pelaksanaan
Pekerjaan

12.1 Kontrak ini berlaku efeltil pada tanggul penandatanganan Surat
Perjanjian olch para pthak ataun pada tanggal yang ditetapkan dalam
S5KK:

12.2 Wakiu pelaksanann kontrak adalah jangka wakiu yang ditentukan
dalam syarat-syarat khusus kontrak dihitung sejak tanggal mulai
kerja vang tercantum dalam SPMK;

12.3 Penyedia harus menyelesalkan pekerfaan  scsuai jadwal vang
ditenfulkan dalam SSKK;



12.4 Apabila penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan
scsual jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia
telah melaporkan kejadian tersebul kepada PPK, maka PPK dapat
melakukan penjadwalan kembali pelaksanasn tugas penyedia dengan
adendum kontrak

B.1 Pelaksansan Pekerjann

13. Program
Muotu

14. Rapat

15. Lingkup

16. Standar

17. Pengawasan

18. Perintah

19. Pengepakan

13.1 Penyedia apabila diperlukan akan menyerahkan program mutu pada
rapal persiapan pelaksanaan kontrak untuk disetujui oleh PPE.

13.2 Program mutu disusun aleh penyedia paling sedikit berisi:
a. Informasi pengadaan barang;
b, arganisagi kerja penyedia;
¢. jadwal pelaksanaan pekerjaan;
d. prosedur pelaksanaan pekerjaan;
e. prosedur instruksi keria; dan
. pelaksana kerja.

13.3 Program mutu dapat direvisi sesuai dengan kondisi lapangan,
13,4 Penyedin berkewsjiban untuk memutakhirkan program mutu jika
terjadi adendum kontrak dan peristiwa kompensasi.

13.5 Pemutakhiran program mutu harus menunjukan perkembangan
kemajuan setinp pekerjaan dan dampaknya terhadap penjadwalan
sisa pekerjasn. Pemutakhiran program muty harus  mendapat
persetujuan dar PPE

13,6 Persctujuan PPK terhadap program mutu tidak mengubah kewajiban
kontraktual penyedia.

13.1 Selambat-lambatnya 7 [tujuh) har sejak diterbitkan SP dan sebhelum

pelaksanaan pekerjaan, apabila diperiukan FPEbersama dengan
Penyedia menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan lontrak.

13.2 Beberapa hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat persiapan
pelaksanaan kontrak adalah:

program mutu;

organisasi kerja;

tata cara pengaturan pelaksanasn pekerjaan;

jadwal pelaksanaan peleraan;

penyusunan rencana dan  pelabsansan pemeriksaan  lokasi

pekerjaan, apabila ada;

Rincian rencana pengiriman dan rencana pabrikasi barang, jika

barang yang akon dindakan memeriulkan pabrikasi,

PREER

o

Barang yang akan diadakan harus sesuai dengan dafiar kuantitas dan
harga

Penyedia harus menyediakan barang vang memenuhi spesificasi dan
standar yang ditetapkan dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar yang
disusun berdasarkan standar yang ditetapkan dalam SSKK.

17.1 Selama beriangsungnya pelaksanasn pekerjaan, PPK jika dipandang
perlu dapat mengangkat Pengawas Pekerjaan yang berasal dari
personil PPE. Penpawas Pekerjaanberkewajiban untukmengawasi
pelaksanaan pekerjaan.

17.2 Dalam melaksanakan kewajibannya, Pengawas Pelkerjaan selafu
bertindak untuk kepentingan PPK, Jika tercantum dalam SSKK,
Pengawas Pekerjaan dapat bertindak sebagai Wakil Sah PPE.

Penyedia berkewajiban untuk melaksanakan semua perintah Pengawas
Pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan Pengawas Pekerjaan dalam
kontrak ini

Penyedia berkewajlban atas tanggungannya sendid untuk mengepak
Barang sedemikian rupa sehingga Barang terhindar dan terlindungi dari
resiko kerusakan atau kehilangan selama mass transportasi atau pada
saat pengiriman dari tempat asal Barang sampai ke Tempat Tujuan Akhir,



6.5

26.6

6.9

26,10

2711

281

28.2

283

285

Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan  melakukan penilafan
terhadap hasil pekerjaan vang telah diselesaikan oleh penvedia,
Apabila terdapat kekurangan-kekurangan duan/atag cacat hasil
pekerjaan, Pejabat/ Panitia Penerima Hasil Pekerjaan
menyampaikan kepada PPK untuk meminta  penyedia
memperbaiki/ menyvelesaikannya,

Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekeraan  berkewajiban untuk
memeriksa  kebenaran  dokumen  identitas  Barang  dan
membandingkan  kesesuafannya  dengan  dokumen  rincian
pengiriman.

Jika identitas Barang tidak sesual dengan dokumen rincian
pengiriman Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekeriaan dapat secara
langsung  meminta Penyedia melakukan pemeriksaan  serta
pengujian (jika diperiukan) Barang,

Jika Barang dianggap tidak memenuhl persvaratan Kontrak malea
Priabat /Panitia Penerima Hasil Pekerjaan  berhak untuk menolak
Barang terscbut.

Atas pelaksanaan sernh terima Barang, Pejabal/Panitia Penerima
Hasil Pekerjaan membuat berita acara sersh terima yang
ditandatangani olch Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekedaan  dan
Penyedia,

Penilaian hasil pekerjaan, dilaksanakan olch Panitia/Pejabat
Penerima Hasil Pekeraan.

PPK menerima penyerahan pekerjaan setelah:

a scluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
Kontrak dan diterima oleh Panitia/Pejabat Penerima  Hasil
Pekerjaan; dan

b. Penyedia menyerahkan seriifiksl garansi kepada PPK (apabila
diperiukan)

Jika Barang tidak dikirimkan sesual dengan Jadwal Pengiriman

hukan akibat Keadaan Kahar atau karena kesalahan atau kelalsian

Penyedia maka Penyedia dikenakan denda keterlambatan.

Fenyedia dengan jaminan pabrikan dar produsen pabrikan (jika
atla) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunasn
secara wajar oleh PPK, Barang tidak mengandung cacat mutu yang
dischabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atay cacat mutu
akibat desain, bahan, dan cara ketja.

Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua
belas) bulan setelah serah terima Barang,

PPK akan menyampaikan pemberitahuan ecacat muty kepada
Penyedia segera setelah ditemukan cacal mutu tersebut selama

Masa Layanan Purmajual,

Terhadap pemberitahuan cacat mutu  oleh PPK, Penyedia
berkewdjiban untuk memperbaiki atay mengganti Barang dalam
jangka wakiu yang disepakati PPK dan Penyedia.

Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat
eacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka PPK akan
menghitung biaya perbaikan yang diperlukan, dan PPK secara
langsung atau melalui pikak ketipa yang ditunjuk oleh PPK akan
melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk
membayar biaya perbaikan atan penggantian tersebut sesusi
dengan klalm yang diajukan secara tertulis oleh PPK. Biaya
tersebut dapat dipotong oleh PPK dari nilai tagihan atau jaminan
pelaksanaan Penyedia.

Terlepas dari kewajiban penggantian biaya, PPK dapat memasukkan
Penyedia yang lalai memperbaiki cacat mutu ke dalam daftar hitam.



29 Layanan

B.3. Adendum
30 Pernbahan

31 PerubahanPe

32 Perubahan

33 Perubahan
Nilai Kontrak

Penyedia harus melaksanakan boberapa atau semua layanan lanjutan
sebagaimana tercantum dalam SSKK

30.1 Kontrak hanya dapat diubah melalui adendum kontrak.

302 Prrubahan I-Eurgtr‘akdamt dilaksanakan apabila disetujui aleh para
pihak, meliputi:
a. perubshan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang
dilakukan oleh para pihak dalam kontrak sehingga mengubah
lingkup pekerjaan dalam kontrak;

b. perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya
perubahan pekerjaan; dan atau

¢. perubahan nilal kontrak akibat adanya perubahan pekerjaan,
perubahan  jadwal  pelaksanaan  pekerjann  danjatag
penvesuaian harga.

30.2 Perubahan kontrak sebagaimana dimaksod pada angka 30.2 tidak
depat dilakukan untuk kontrak lump sum dan bagian lump sum dari
kontrak gabungan lump sum dan hargs satuan,

304 Untuk kepentingan perubahan kontrak, PA/KPA dapat membentuk
Panitia/ Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas usul PPE.

Untuk pekérjaan yang menggunakan Kontrak Harga Satuan atau Kontrak
Gabungen Lump Sum dan Harga Satuan, apabila terdapat perbedaan yang
signifikan antara kondisi lokasi pekerjaan/lapangan  pada  saat
pelaksanaan dengan gambar dan spesifikasi yang ditentukan dalam
Komtral, maka:
&. PPK bersama penyedia dapat melakukan perubahan Kontrak yang
meliputi antara lain:
l] menambah atau mengurangi volume pekerjaan vang tercantum
dalam Kontrak;
2) mengurangi atau menambah jenis pekerjaan;
3) mengubah spesifikasi pelkerjaan sesual dengan keadaan di lapangan:
dan/atau
4) melaksanakan pekerjaan tambah yang belum tercantum dalam
Kontrak yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan,
b, Pekerjnan tambah harus mempertimbangkan tersedianya anggaran dan
paling tinggl 10%6 {sepuluh perseratus) dard nilai Kontrak awal;
¢. Perintah perubahan pekerjman dibuat oleh PPK secara tertulis kepada
penyedia kemudian dilanjutkan dengan negosiasi tcknis dan harga
dengan tetap mengacu pada kefentuan vang ercantom dalam Kontrak
awal;
d. Hasll negosiasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar
penyusunan adendum Kontrak.

32.1 Untuk pekerjaan yvang menggunakan Kontrak Gabungan Lump Sum
dan Harga Satuan pada bagian Lump Sum, perubahan jadwal dalam
hal terfadi perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh
PPK atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal scbagai
berikut:

a. keterlambatan yvang disebabkan oleh PPK;
b. masaiah yang timbul diluar kendali penyedia; dan fatau
c. keadaan kahar.

32.2 Waktu penyelesaian pekerjfaan dapat diperpanjang  sekurang-
kurangnya sama dengan wakiu terhentinya kontrak akibat Keadaan
Kahar.

32.3 PPK dapat menyetujul perpanjangan wakiu pelaksanaan setelah
melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh
penvedin.

32.4 Persetujuan perpanjangan wakitu pelaksanaan dituangkan dalam
adendum Kontrak

Perubahan nilai kontrak sebagai akibat perubshan pekerjaan dengan
ketentuan perubahan nilal kontrak hanya dapat dilakukan sampal paling

tinggi 10% {sepuluh perseratus) dari nilai kontrak awal,



B.4. Keadaan Hahar

34 Pengertian

35 Bukan Cidera

3.1 Yang dimaksud Keadaan Kahar dalam Kontrak ini adalah suats
keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat
diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan
dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.

34.2 Yang digolongkan Keadaan Kahar metiputi:
a. Bencana alam;
b, Bencana non alam;
C. Bencana sosial;
d. Pemogokan;
€. Kebakaran; danfatau
f. Gangguan industri lainnya schagaimana dinyatakan melalui
keputusan bersama Menteri Keuangan dan menteri teknis terkait

34.3 Apabila terjadi Keadasn Kahar, maka Penvedia memberitahukan
kepada PPK paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tegadinya
Keadaan HKahar, dengan menyertakan pernyataan Keadaan Kahar
dari pejabat  yang berwenang, sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan,

34.4 Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal vang merugikan
akibat perbuatan atau kelalaian Para Pihalk.

d4.5 Jangka wakitu yang ditetapkan dalam Kontrak untuk pemenuhan
kewujiban Pihak yang tertimpa Keadsan Kahar harus diperpanjang
sekurang-kurangnya sama dengan jangka wakiu terhentinva Kontrak
akibal Keadaan Kahar,

346 Pada saal terjadinya Keadaan Kahar, Kontrak inl akan dihentilan
scmentara hingga Keadasn Kahar berakhir dengan ketentuan,
Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesual dengan
prestasi atau kemajuan pelaksanaan pekerjaan vang iclah dicapal.
Jika selama masa Keadaan Kahar PPK memerintahkan secara
tertulis kepada Penyedia untuk meneruskan pekerjaan sedapat
mungkin maka Penyedin berhak untuk menerime pembayaran
scbagaimana ditentukan dalam Kontrak dan mendapat penggantian
biaya yang wajar sesual dengan yang telah dikeluarkan untuk
bekerja dalam situasi demikian. Penggantian bisya ini harus diatur
dalam suatu adendum Kontrak.

35.1 Kegagalan salah satu Pihak untuk memenuhi kewafibannyva yang
ditentukan dalam Kontrak bukan merupakan ciders janji atau
wanprestasi  jika ketidakmampuan tersebut  diskibatksn oleh
Keadaan Kahar, dan Phak yang ditimpa Keadaan Kahar:

a. telah mengambill semua tindakan yang sepatuinya untuk
memenuhi kewgjiban dalam Kontrak; dan

b. telah memberitahukan secara terrtulis kepada Pihak tain dalam
Kontrak selambat-lambatnya 14 [empat belas) hari  sejak
terjadinya  Keadaan Kahar, dengan menyeriakan  salinan
permyataan Keadaan Kahar vang dikeluarkan oleh pihak/instansi
yang berwenang sesuai  ketentuan  peraturan  perundang-
undangan.

35.2 Keterlambatan pengadasn akibat Keadaan Kahar tidak dikenakan
sanksi.

Jangka wakiu yang ditetapkan dalam Kontrak untuk pemenuhan

kewajiban Pihak yang tertimpa Keadman Kahar harus diperpanjang

sehurang-kurangnya sama dengan jangka wakiu ferhentinya Kontrak
akibat Keadaan Kahar.

Pada saal ierjadinya Keadaan Kahar, Kontrak ini akan dihentikan
sementara hingga Keadaan Kahar berakhir dengan ketentuan Penyedia
berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestas! atau
kemajuan pelaksanaan pengadaan vang telah dicapai. Jika selama masa
Keadaan Kahar, PPK memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia
untuk meneruskan pengadaan sedapat mungkin maka Penyedia berhak
untuk menerima pembayaran schagaimana ditentulcan dalam Kontrak dan
mendapal penggantian biaya yang wajar sesuai dengan yang telah
dikeluarkan untuk melanjutkan pengadasn dalam situasi demikian.



B.5. Penghentian dan Pemutusan kontrak
as l'u.hul:lu 38.1 Penghentian Kontrak dapat dilakukan karena pekerjaan sudah

382

sclesal atau terjadi Keadaan Kahar.,

Dalam hal Kontrak dihentikan, maka PPK wajib membayar kepada
penyvedia sesuai dengan prestasi pekerjaan ynngtﬂah dicapai sampai
dengan tanggal berlakunya penghentiankon

39 Pemutusan Pemutusan kontrak dapat dilaloukan olehpihak PPK atau pihak Penvedia.

kontrak

40 Pemutusan
Kontrak oleh
PPK

41 Pemutnsan
Kontrak oleh

40.1

4l1.1

Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata, PPK dapat memutuskan Kontrak melalui
pemberitahuan tertulis kepada Penyedia setelah terjadinya hal-hal
sehagal berilout;
a, kebutuhan barang tidak dapat ditunds melebihi  batas
berakhirmya kontrak;
b. berdasarkan penelitian PPK, Penyedia Barang tidak akan mampu
menyelesaikan  keseluruhan pekerjaan  walaupun  diberikan
kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak
masa berakhimya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesailean
pekerjaan;
setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerfaan sampai
dengan 50 [lima puluh) har kalender sejak masa berakhimya
pelaksanaan Pﬂkﬂjﬂﬂﬂ Penyedia Barang tidak dapat
menyelesaikan pekerjaan

d. Penyedia hia;fndera_ranjl dalam melaksanakan kewajibannya dan
tidak memperbaiki kelalniannya dalam jangks waktu vang telah
ditetapkan;

e, Penyedia gagal mengirimkan Barang sesual dengan Jadwal
Pengiriman dan Penyelesaian. Pemutusan dapat dilakukan hanya
terhadap bagian tertentu dari pengadaan vang gagal dikirimkan
atau diselesaikan. Dalam hal terjadi pemutusan, PPK dengan
caranya sendirl dapat memperoleh pasokan Barang vang gagal
dikirimkan atau diselesaikan. Penyedia berkewajiban untuk
mengganti selisih biaya (jika ada| yang dikeluarkan oleh PPK di
atas Nilai Kontrak inl untuk memasok Barang tersebut. Penyedia
tetap berkewajiban untuk meneruskan pelaksanaan bagian lain
dari pengadaan dalam Kontrak ini vang tidak diputuskan;

f. Penyedia berada dalam keadaan pailit;

g. Penyedin tidak mempertahankan keberlakuan Surat Jaminan
Pelaksanaan;

k. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau
pemalsuan dalam proses Pengadaan yeng dipotuskan oleh
instansi yang berwenang; dan fatau

L pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN
dan/atay pelanggaran persaingan schat dalam pelaksanaan
pengadann dinyatulan benar oleh instansi vang berwenang.

Dalam hal terfjadi pemutusan Kontrak dilakukan karenn kesalahan

penyedia:

i sisa Uang Muka harus dilunasi oleh penvedia atau Jaminan Uang
Muka dicairkan (apabila ada);

b. penyedia membayar denda bketeriambatan [apabila terdapat
pemutusan  kontrak terhadap bagian kontrak yang belum
diselesaikan);

¢, penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam. dan/atau;

d, PPK membayar kepada penyvedia sesuai dengan pencapaian
prestasi pekerinan yang telah diterima oleh PPE sampal dengan
tanggal berlakunya pemutusankontrak dikurangi  dendn
keterlambatan vang harus dibayar penyedia (apabila ada), sertn
penyedia menyverahkan semua hasil pelakssnaan kepada PPE dan
selanjutnya menjadi hak milik PPK.

Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang

Hukum Perdata, Penyedia dapatl memutuskan Kontrak melalui

pemberitnhuan tertulis kepada PPK apabila PPK tidak menerbitkan

3PP untuk pembayaran tagihan angsuran sesual dengan vang
disepalati sebagaimana tercantum dalam SSKK;

[

E



42

47

Pemutusan
Kontrak
akibat
lainnya

41.2 Fenyedia dapat memutusksn Kontrak apabila PPK gagal mematuhd
keputusan akhir penyelesaian persclisihan. Dalam hal ini pemutusan
kontrak dilakukan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari setelah
pemyedia - menyampaikan pemberitahuan  rencana  Pemutusan
Kontrak secara tertulis kepada PPK.

41.3 Kejadian sebagaimana dimaksud angka 41.2 adalah :

6. akibat keadsan kahar sehingga Penyedia tidak dapat
melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan dokumen kontrak;
b, PPK gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan.

414 Dalam hal pemutusan Kontrak, maka PPK membayar kepada
penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh
PPK sampai dengan tanggal berlakunya pemutusankontrak dikurang
denda keterlambatan yang harus dibayar penyedia [apabila ada),
serta penyedia menyerashken semua hasil pelaksanaan kepada PPK
dan selanjutnya menjadi hak milik PPK.

Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan kerena PPK  terfibat
penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan
schat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi
berdasarkan perundang-undangan.

HAK DAN KEWAJIBAN KEWAJIBAN PENYEDIA

Hak dan
Hewajiban
Penyedia

Penyedia mempunyai Hak dan Kewajiban:

a. menerima pembayaran untuk pelaksanasn pekerjaan sesuai dengan
harga yang telah ditentukan dalam kontrak;

b. berhak meminta fusilitas-fasilitas dalam bentuk sarana den prassrana
dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesual ketentuan
kontrak;

c. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secarn periodik kepada PPE;

d. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjsan sesuai dengan jadwal
pelaksanaan pekerjann yang telah ditetapkan dalam kontrale;

€. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat,  akurat
dan penuh tanggung jawab dengan menyvediakan tenaga kedja, bahan-
bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala
pekerjaan permanen maupun sementara vang diperiukan untuk
p:iukmmm penyelesalan dan perbaikan pekerjaan yang dirined dalam

L mmbeﬁlmn keterangan-keterangan ya.ng diperlukan  untuk
pemeriksaan pelak=anaan vang dilakukan PPK

g menyerahkan hasil pekerjaan  sesusi dﬂ'-u.a.n jadwal penyerahan
peketiaan yang telah ditetapkan dalam kontrak; dan

h. mengambil langkah-langkah yang cukup memadal untuk melindung
lingkungan tempat ketja dan membatasi perusakan dan gangguan
kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan penyedia.

Penyedia berkewajiban untuk memasok Barang sesuai dengan Lingkup
Pengadaan, dan Jadwal Pengirman dan Penyelesaian,

Penyedia  tidak diperkenankan menggunakan dan menginformasikan
dokumen kontrak atau dokumen lainnya yvang berhubungan dengan
kontrak untuk kepentingan pihak lain, misalnya spesifikasi teknis
dan fatau gambar-gambar, keouali dengan izin tertulis dari PPE.

Penyedia berkewajiban untuk melindung Pejabat Pembuat Komitmen dari
segala tuntutan atau kiaim dar pihak ketiga atas pelanggaran Hak Atas
Kekayaan Intelektual [HAKI aleh penyedia,

47.1 Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan
menanggung tanpa batas PPK beseria instansinya terhadap semua
bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan,
denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hulm:n..
dan hiaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya
(eecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan
kesalahan atay kelalaian berat PPK) schubungan dengan klaim
yang timbul dari hel-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulal
Kerja sampal dengan tanggal penandatanganan berita acara
penyverahan akhir;

i kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda Penyedia,
SubPenvedia (jika ada), dan Personil;



b. cidera tubuh, sakit atau kematian Personil;

47.2 Terhitung scjak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal
penandatanganan berita acara penyerahan awal, semua risiko
kehilangan atau  kerusalan Hasil Pekerjaan ini, Bahan dan
Perlengkapan merupakan risiko penvedia, kecuali kerugian atau
kerusakan tersebut diakibatian oleh kesalahan ateu kelalaian PPE.

47.3 Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak
membatasi kewajiban penangeungan dalam syvarat ini.

474 Kehilangan atau kerusakan terhadap Hasil Pekerjaan atau Bahan
yang menyatu dengan Hasil Pekerjaan selama Tanggal Mulal Kera
dan batas akhir Masa Pemeliharaan harus diganti atau diperbaiki
oleh penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangsn atau
kerusakan tersebul terjadi akibat tindakan atau kelalainn penyvedia,

Penyedia berkewajiban untuk mendapaikan lebih dahulu persetujuan
tertulis PPK sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut:

a.  mensubkontrakkan sebagian pengadaan Barang ini;

b. mengubah atay memutakhirkan program mutu;

¢. tindakan lain yang diatur dalam SSKK.

Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa denda
schagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewafiban-kewajiban
Penyedia dalam Kontrak ini. PPK mengenakan dendas dengan memotang
pembayaran prestasi pengadaan Penyedia. Pembayaran Denda tidak
mengurangi tanggung jawab kontraktual Penyedia.

50.1 Pemeriksaan pekerjaan dilakukan sclama pelaksanaan Kontrak
untuk menetapkan volume pekerjaan atas kegiatan yang telah
dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan
pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil peledaan,

50.2 Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan, dibuat laporan
reglisasi mengenai seluruh aktivitas pekerjaan.

50.3 Laporan pelaksanman pekegaan dibuat oleh penyedia, apabila
diperlukan diperiksa oleh konsultan dan disetujui oleh wakil PPK,

Semwua rancangan, gambar, spesifikasi, disain, laporan, dan dokumen-
dokumen lain seperti piranti lunak yang dipersiapkan oleh penyedia
berdasarkan Kontrak ini sepenuhnya merupakan hak milik PPK. Penyedia
paling lambat pada waktu pemutusan atau akhir Masa Kontrak
berkewajiban untuk menyerahkan semua dokumen dan piranti lunak
tersebut beserta daftar rinciannya kepada PPK. Penyedia dapal m

! [satu) bush salinan tiap dokumen dan piranti lunak tersebut di atas di
kemudian hari diatur dalam SSKK.

D. HAK DAN KEWAJIBAN PEJABAT PEMBUAT HOMITMEN

52 Hak dan

Kewajiban
PPK

53 Fasilitas

54 Peristiwa
Kompensasi

PPK memiliki hak dan kewajiban :

a. mengawasi dan memeriksa pekerjaan vang dilaksanakan olch penvedia;

b. meminta laporan-laporan  secara  periodik mengenai  pelaksanaan
pekerjaan vang dilakukan oleh penyedia;

c. membayar pekerjean sesual dengan harga yang tercantum dalam
kontrak yang telah ditetapkan kepada penyvedia;

d. mengenakan denda keterlambatan [apabila ada);

e. membayar uang muka (apabila diberikan);

. memberikan instrulesi sesuai jadwal; dan

g membayar ganti rugi, melindungi dan membela penyedia terhadap
tuntutan hukum, tuntutan lainnya dan tanggungan yvang timbul karena
kesalahan, kecerobohan dan pelanggaran kontrak vang dilakukan PPK,

PPK dapat memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana atay
kemudahan lainnys untuk kelancaran  pelaksanaan  pengadasn
sebagaimana yang tercantum dalam SSKK.
54.1 Peristiwa kompensasi dapat diberikan kepada penvedia dalam hal
sehapai berilout:
8. PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanasn



4.3

55.5

pekerjaan;

b. keterlambatan pembayaran kepada penyedia;

c. PPK tidak memberikan gamhar-gambar, spesifikasi dan/atau
instruks! sesuai jadwal vang dibutuhkan;

d. PPK menginsiruksikan kepada pihak penvedia untuk melakuban
pengujian  tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian
ternyata tidak ditemukan kerusakan (kegagalan/ penyimpangan;

¢. PPK memerintahkan penundasan pelaksanaan pekerjaan;

[. ketentuan lain dalam SSKK.

Jika Peristiwa Hompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan
dan/atau keterlambatan penyelesainn pekerjaan maka  PPK
berkewajiban untuk membayar ganti mugl dan/atau memberikan
perpanjangan waktu penyelesaian pelerjaan,

Ganti rugi hanya dapat dibayarkan fika berdasarkan dais
penunjeng dan perhitungan kompensasi yang disjukan oleh
penyedia kepada PPE, dapat dibuktikan kerupian nyata akibat
Kompensasi.

«Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan
akan melampaui Tangeal Penyelesalan maka penyedia bechak
untuk meminta perpanjangan Tanggal Penyelesaian berdasarkan
dota  penunjang. Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus
dilakukan melalui adendum Kontrak jika perpanjangan terschut
mengubah Masa Kontrak,

Penyedia tidak berhak atas ganti rugl dan/ atau perpanjangan
wakiu penyelesaian pekerjaan fika penyedia gagal atau lalal untuk
memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi
dampak Peristiwa Kompensasi.

E. PEMBAYARAN KEFADA PENYEDIA

55 Harga
Hontrak

56 Pembayaran

55.1

23,2

56.1

PPK membayar kepada penyedia atas pelaksanaan pelerjaan dalam
kontrak sehesar harga kontrak.

Harga kontrak telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak
dan biaya overhead serta bisva asuransi yang meliputl juga biaya
keselnmatan dan kesehatan kerja.

Rincian harga kontrak sesuai dengan rincian yang tercantum dalam
daftar kuantitas dan harga

Prestasl pekerjaan

a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilateukan
oleh PPK, dengan ketentuan:

1} penyvedia telah mmgajulﬂm tagihan disertai  laporan
kemajuan hasil

2] pembayaran dilakuican mra sckaligus, sesual ketentuan
dalam SSKK;

3] pembeyaran hamus dipotong angsuran uang muka, denda
{apabila ada), pajak dan uang retensi; dan

4} untuk kontrak yang mempunyai subkontrak, permintaon
pembaydaran harus dilengkapl bukti pembayaran kepada
seluruh sub penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan.

b. Penyelesaian pembayaran hanya dapat dilaksanakan setelah
barang dinyatakan diterima sesusi dengan berita acara serah
terima barang dan bilamana dinnggap perlu dilengkapi denpgan
berlia acara hasil uji coba.

¢. PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) bari kerja setelah pengajuan
permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan
Sural Permintagn Pembayaran (SPP| kepada Pejabat
Penandatangan Surat Periniah Membayar [PPSPM).

d. bila terdapat ketidaksesusian dalam perhilungan angsuran,
tidak akan menfadi alasan untuk menunda pembayaran. PPE
dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhiiungan

dalam SSKK.



96.2 Denda dan ganti rugi
& denda merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada

penyedia karcna terjadinya cidera janji fwanprestasi;

b. ganti rugi merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada
FFK karena terjadinya cidera janji/wanprestasi;

c. besamya denda wyang dikenakan kepada penyedia atas
keterlambatan  penyelesaian  pekerjaan  uniuk  setiap  hari
keteriambatan adakah:

1/1000 (satu perseribu) atau maksimum 5% dari harga
kontrak, apabila bagian pekerjsan yang sudsh dilaksanakan
belum berfungsisesuai yang ditetapkan dalam S8SKK;

d. besarnya ganti rugi yang dibayar oleh PPK atas keterlambatan
pembayaran adalah sebesar bunga dari nilal tagihan yang
terlambat  dibayer, berdasarkan tingkat suku bunga yang
berlaku pada saat itu menurut ketetapan Bank Indonesia, atau
dapat diberikan kompensasi;

e. tala cara pembayaran denda dan/atau gantl rugi diatur dalam
SSKK;

f. ganti rugi dan kompensasi kepada peserta dituangkan dalam
adendum kontrak;

g pembayvaran gantl rugl dan kompensasi dilakukan oleh PPE,
apabila penyedia telah mengajukan tagihan discriai perhitungan
dan data-data.

87 Pemangguban 57.1 PPK dapat menangguhkan pembayaran setiap angsuran prestasi
pekerjaan penyedia jika penvedia gagal atau lalai memenuhi
kewajiban kontrektualnya,

572 PPK sccara tertulis memberitahukan kepada penyedia tentang
penangguhan hak pembayaran disertai alasan-alasan yang jelas
mengenai penangguhan tersebul. Penyedia diberi kesempatan
untuk memperbaild dalam jangka waktu tertentu.

57.3 Pembayaman yang ditangguhkan harus disesuaikan dengan proporsd
kegagalan atau kelataian penvedia.

57.4 Jiks dipandang perfu oleh PPK, penangguhan pembayaran akibat
keterlambatan penyverahan pekerjaan dapat dilakukan bersamasn
dengan pengenaan denda kepada penyvedia.

F. PENGAWASAN MUTU

58 l‘wpm FPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap
pelaksanaan pekerjaan  yang dilaksanakan oleh  penyedia Apabila
!-lnnrlhm- diperlukan, PPK dapat memerintahkan kepada plhak ketign untuk
melakukan pengawasan dan  pemerikeaan  atas semua  pelaksansan

pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

59 Penyelesalan 50.1 Para Pihak berkewafiban untuk berupaya sungguh-sungguh
Perselisihan menyelesaikan sccard damai semua perselisihan yang timbul dari
atau berhubungan dengan Kontrak ini atau interpretasinya selama

atau setelah pelaksanaan pekerjann ini.
59.2 Cara penyelesaian perselisihan gtaw sengketn antara para pihak
dalam Kontrak dapat dilakulkan melalui musyawarah, arbitrase,
mediasi, konsiliasi atau pengadilan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan,



60 Itikad Baik 60.1 Para pihak bertindak berdasarkan asss saling percayva yang
disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam kontrak,
60.2 Para pihak setuju untuk melaksanakan perjanjian dengan jujur
tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak,
60.3 Apabila selama kontrak, salah satu pihak merasa dirugikan, maks
divpayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan

tersebut,
Untuk dan atas nama Untuk dan atas nama Penyedia
RSUD Prof. Dr. Margona Sockarjo Purwokerto PT. Global Medik Persada

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

bina Tinghkat [
NIP. 18650526 199703 1 006




PEMERINTAH PROVINS!I JAWA TENGAH

RSUD Prof. Dr. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO

Ji. Dr. Gumbreg No. 01 Purwokeno 53146
Telp. (0i281) 632708 Fax. (0281) 631015 E-mail : psmargono(@jatengprov.go id

SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK |SSKK)

c.

F.

I. Transporta
J. Serah
Terima

Alamat Para Pihak sehagai berikut:

Satuan Kerja PPK:
Nama  : RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto
Alamat :.JL Dr. Gumbreg No.1 Purwokerto

Telepon (02811632708

Website i
Faksimili ; (0281)631015
Email » IEMarEonoE]s

Penyedia

Mama : PT, Global Medik Persada

Alamat  : J1. Kebon Jeruk Raya No. 26, Kel/Desa Kel. Kebon Jeruk
Telepon

Website -

Faksunill G

Email legabEglomeds coid

Walkil Sah Para Pihak scbhagai berilout:

Untuk PPK: Dr. Trd Kuncoro, MMR, NIP. 19650526 190703 1 006;
Pangkat /Golongan Pembina Tingkat 1/1V.1y; Jabatan : Direltur

Untuk Penyedia Jass: Dagiel Soeprianto, Jabatan : Direktur PT. Global
Medik Persada

hontrak Lumpsum untuk tahun anggaran 2020,

Kontrak mulai berlaku terhitung sejak: 11 Maret 2020 sampai dengan & Juni
2020

Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan selama : 90 (sembilan puluh) hari
kalender

1. Penyedia harus menyediakan alat Kesehatan vang telah memenuhi standar
[Baik dan berfungsi |.

2 Penyedia harus menyerahkan alat kesehatan dengan masa wakiu yong
telah tertuang dalam kontrak,

Pengepakan, penandaan dan penvertsan dokumen dalam dan diluar paket
Barang hams dilakukan sebagai berikut : yang memadai,

Rincian pengiriman dan dokumen terkait lainnya vang harus diserahkan oleh

Penyedia adalah @ Buku Manual, CO0, Kartu Garansi dan Faktur Pengiriman
Barang,

Dokumen terscbut diatas harus sudah diterima oleh PPK sebelum serah terima

Barang. Jika dokumen tidak diterima maka Penvedia bertanggungjewnb atas
setiap biaya yang dinkibatkannyvea.

l. Barang harus disnghut sampal dengan Tempat Tujuan Akhir:
TYAS FHRAK]
2.  Penyedia menggunakan transportasi yang memadai.

Serah terima dilakukan pada : RSUD Prof. Dr. Margono Soekarje Purvokerto JT
Dr. Gumbreg No. | Purwokerto,
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1. PPK berhak untuk melakukan pemeriksasn dan pengujian atas barang
untuk memastikan kecocokannya dengan spesifikasi dan persyaratan vang
telah ditentulkan dalam kontral.

2. Pemeriksaan dan pengujian dilakukan di RSUD Prof Dr. Mamono Soekarjo
Purugkerte Ji. Or. Gumbreg No.] Puriokerto.dan dihadiri oleh Penyedia,
PPK dan Pejabat/Panitia Penerimaan Hasil Pekerjaan dan user.

3. Jika hasil pemeriksaan dan pengujian tidak sesual dengan fenis dan mutu
barang yang ditetapkan dalam kontrak, PPK danjfatau Pejabat/Panitia
Penerima Haosil Pekerjaan berhak untuk menolak barang tersebut dan
penyedia atas biaya senditi berkewajiban untuk memperbaiki atao
mengganti barang tersebut.

Masa Tanggung Jawab Cacat Mutu/garansi berlaku selama 1 {satu) tahun
setelah serah terima barang

Pedoman pengoperasian dan perawatan harus diserahkan selambal-lambatnya
bersamaan dengan ufi fungsi/uji coba alat.

Penyedia harus menyedia lmyanan tambahan berupa @ Penyedia barang wajib
melaksanakan pelatihan bagi tenagas dokter; perawat/ operator/  teknisi
tentang carm pengoperasian / pemeliharaan selama (1) satu har di RSUD Praf,
Dr. Margono Soekago Purwokerto dengan bukti sertifikat pelatihan / surat
keterangan mengikuti pelatihan dari agen / principle vang di laksanalan
sehelum masa berakhirmnya waktu pelaksanaan pekerjaan.

Batas akhir wakiu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh PPK untuk
pembayaran tagihan adalah 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak
tagihan dan lkelengkapan dokumen penunjang vang tidak diperselisihlan
diterima olch PPE.

Pelanggaran terhadap ketentuan Pengalihan dan/ataun Subkontrak dikenakan
sanksi pemuiusan kontrak.

Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan PPK adalah; -

Penyedia diperbolehlkan menggunalean salinan dokumen dan piranti lunak yang
dihasilkan dari pekerjaan Barang ini dengan pembatasan sebagai berikut;
untuk keperluan pengadaan bamng/jasa

FPK akuan memberikan fasilitas beripa sarana dan prasarana yang diperlukan
sehubungan dengan pemasangan alat.

Kontrak Pengadaan Barang ind dibiayai dari DPA-APBD RSUD Proef. r. Margono
Soekarjo Purwokerto Tahun Anggaran 2020, Program Pelayanan Kesehatan,
Kegiatan Pemenuhan Sarana Prasarana dan Alat Keschatan Pelayanan Rujukan
(DAK] kode rekening 1.02.1.02.03.16.0007.5.2.3.34.08 [Belanja Modal Peralatan
dan Mesin - Pengadaan Alat - Alat Kedokteran Bedah)

1. Pembayaran prestas] pekerjaan dilakukan dengan cara: Sckaligus
2. Pembayaran berdasarkan mekanlsme pengajuan  SPP/SPM LS
barang/fasa melalui BPEAD Provinsi Jawa Tengah dengon kelentuan

sebagai berikut: Diﬁynﬂcun kepada PT. Global Medik Persada, NPWP.
Alamat Komp. Green Garden AA-1/17, JI MH.

Thamrin KM. T RT 04 RW 02, Penunggangan Utara, Pinang, Tangerang,
Banten, dilakokan melaini Permata Bank Cabang Gunung Sahari,
nomor rekening . 2/n. PT. Global Medik Persada.

3.  Dekumen penunjang yang dipersyaratkan untuk mengajukan tagihan
pr.mhn}farsn prestasi pekerjaan:

Surat Permohonan Pembayaran Rangkap 5 (lima) asli bermaterai;

Kwitansi Rangkap 5 [lima] asli bermatersi;

Kaonitrak;

Faktur Pengiriman Barang yang telah di tandatangani Panitia

Penerima Hasil Pekerjaan dan Penerima Barang rangkap 6 (enamj;

Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerfaan Rangkap 5 (lima) asli

ppop
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bermaterai;

Berita Acara Penerimaan Barang Rangkap 5 (lima) asli bermateraf;
Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjuan Rangkap 5 (lima) asli
bermaterad;

Surat Permyalaan Pembelinn Melatui e-purchasing pada aplikasi e-
catalog alkes Rangkap 5 (lima) ashi bermaterai;

Surat Pernyataan Tidak Terlambat Rangkap 5 [limaj asli bermaterai;
Berita Acara Pembayaran Rangkap 5 (lima] asl bermaterai;

Resume Kontrak;

e-faktur Pajalk;

copy NPWF;

Surat Keterangan Referensi Reliening Bank;

SPP LS Barang/Jasa;

i. Denda dikenakankepada penyedia apabila: Terjadi  Keterlambatan

@

PoRgFTs

E-
2. Denda atau gant rugi dikenakan kepada penyedia dengan carma dipotong
langsung dari pembayaran prestasi pekerjaan.
3. Besarnyn denda sebesar /1000 {salu perseribu), maksimum 5% dar
harga kontrak
4. Ganti rugi dibayarkan kepada penyedia dengan cara: ditransfer ke
rekening penvedin
5. Ganti rugl dibayarkan kepada penyedia dalam jangka waktu : 7 [tujuh)
hari kerja
tidak diperfukan jaminan

P:nyved]‘.n dapat memperoleh kompensasi jika:

d. PFK mengubah jadwal yang dapat memengaruhi pelaksanaan pekerjaan,

b. Keterlambatan pembayaran kepada penyedialebih dard  15{lima  belas)
harisejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak
diperselisihkan diterima oleh PPE

c. PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi, dan/atau instroksi
sesuzi jadwal yvang dibutuhkan.

d. PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian
tambahan yang setelah dilaksanakan pengufian ternvata tidak ditemukan
kerusakan/ kegagalan [ penyimpangan.

e. PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan.

Kontrak Pengadaan barang ini dibiayai dari DPA-APBD RSUD Prof, Dr.
Margono Soekarjo Purwokerto Tehun Anggaran 2020, Program Pelayanan
Kesehatan, Kegiatan Pemenuhan Sarsns Prasamana dan Alat Kesehatan
Pelayanan Rujukan (DAK] kode rekening 1.02.1.02.03.16.0007.5.2.3.34.08
(Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat - Alat Kedokteran Bedah)
APBD- Pengadaan Alat Kedokteran DAK [C-ARM), dengan nilal kontrak
Rp. 1.480.000.000,- {Satu milyar empat ratus delapan puluh juta rupiah)
Jika perselisihan Para Pihak mengenai pelaksanasn Kontrak tidak dapat
diselesailean secara damai maka Para Pihak menetapkan lembaga penyelesaian
perselisihan tersebut dibawah sebagni Pemutus Sengloets ¢
“Semua sengketa yang timbul dari Kontrak ini, akan disclesaikan dan diputus
oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) meaurut peraturan peraturan
administrasi dan peraturan-peraturan  prosedur arbitrase BANI, yang
keputusanya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa sebagal
keputusan tingkal pertama danterakhir. Para Pihak setuju bahwa sejumlah
arbitrator adalgh 3 | tiga ) orang. Masing-masing Pihak harus menunjuk
seorang arbitrator dan kedua arbitrator yvang di tunjuk oleh Para Pihak akan
memilih arbitratorketiga vang akan bertindak sebagai pimpinan arbitrator.”,

Untuk dan atas nama Untuk dan atas nama Penyedia
RSUD Prol. Dr. Margono S8ockarjo Purwokerio PT. Global Medik Persada

Prjabat Pembuat Komitmen (PPK)

& E;%EDA

Direktur

NIP. I9650526 199703 1 006




PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

RSUD Prof. Dr. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO

Ji O, Gumbreg Mo. 01 Purwokeno 53146
Tedp, (0281) 632708 Fax. (0281) 631015 E-mall : mamonoi®iatengproy.00.id

Lampiran Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK])
sesuai Surat Perfanjian nomor : 027/ BM-ALDOK APBD E/QO08 /T11/2020; Tangeal 11 Maret 2020
Paket pekerjaan : Belanja Modal Pengadasn Alat Kedokteran DAK
[C-ARM)
RSUD Prof. Dr. Margono Sockarjo Purwokerto Tahun Anggaran 2020, dengan rincian sebagai berikut ;

No. Nama Barang, Merek, Type Kuantitas ""‘;l:f"“ Jumlah (Rp)
1| C-ARM 1 Unit 1.480.000 000,00 1.480.000.000.00
Merk - GE
Nama Produk - DEC ONE

JUMLAH TOTAL (Rp.) 1.480.000.000,00 |

= Terbilang : Sstu milyar smpat ratus delapan pulut juta rupiahe

Untuk dan atas nama Untuk dan atas nama Penyedia
KSUD Prof. Dr. Margono Sockarjo Purwolerto PT. Giobal Medik Persada

Pejabat Pembuat Kemitmen (PPK]
D 18 5

Direlctur




PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

RSUD Prof. Dr. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO
JI. Dr. Gumbreg No. 01 Purwokerio 53146
Teip. (0281) 632708 Fax. (0281) 631015 E-mall : smargon®iatengpry.gojd

Lampiran Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK)
sesual Surat Perjanjian nomor : 027 /BM-ALDOK APHD E/0008/111/2020; Tanggal 11 Maret 2020
Paket pekerjaan : Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran DAK
[C-ARM)
R3UD Prof. Dr. Margono Sockarjo Purwokerto Tahun Anggaran 2020, dengan rincian sebagai berikut @

! No. Nama Barang, Merek,Type Kuantitas lhu?n :.Ttm |

L1 [(CARM) 7 Unit 1480.000,000,00 | 1480.000,000,00
Merk  GE |

|| Nama Produk : OEC ONE

1
Jl:lm.nﬁﬁf&t,. (Rp.) | 1.480.000000,00
= Terbilang : Satu milyar empat ratus delapan puluh juta rupiah=

Untuk dan atas nama Untuk dan atas nama Penyedia
RSUD Prof. Dr. Margong Soekarjo Purwokerto PT, Global Medik Persada
Pejabat Pembuat Komitmen [PPK)
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